PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il LAMPUNG BARAT

Menimbang a bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Mengingat

Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis
Retribusi Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat 1I, maka perlu
dibuat Peraturan Daerah tentang Retribus Pelayanan Kesehatan:

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud
huruf a. perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah tingkat 1l Lampung Barat (Lembaran Negara
Tahun 1991 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2068);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3495);

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan
sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada
Dagrah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 9. Tambahan
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Lembaran Negara Nomor 3347);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Dagrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 48/Menkes SKB/I1/1998 dan Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang
Kesehatan Kepada Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusio Daerah Tingkat | dan
Daerah Tingkat 1.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TINGKAT Il LAMPUNG

Menetapkan

BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

00T

Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Lampung Barat;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD Tingkat |1 Lampung Barat;
Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat 11 Lampung Barat;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
e. Badan adalah satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
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dan bentuk apapun. Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperas, yayasan
atau Organisasi yang sgjenis, sejenis, Lembaga, dana pensiun, Bentuk Usaha tetap
serta bentuk badan lainnya;

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan
kepada seseorang dalam rangka observasi, diaknosis, pengobatan atau pelayanan
Kesehatan lainnya;

. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diaknosis,
pengobatan rehabilitas medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat
inap;

. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan
diaknosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan
menempati tempat tidur;

Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan yang harus
diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat;
Rumah Sakit Umum Dagerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah
Sakit Daerah Kabupaten Daerah tingkat |11 Lampung Barat;

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah
instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawar
inap;

Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan
menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi
lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;

. Retribus Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan;

. Retribus Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah
Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas
Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk
pemungut atau pemotong retribusi;

. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SPAORD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribus untuk melaporkan data objek
retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi
yang terutang menurut Perundang-undangan retribusi Daerah;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumah
retribusi yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
dari padaretribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribus Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat STRD, adalah
surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi asdministrasi berupa bunga dan atau
denda;

. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang digjukan oleh
Wajib Retribusi;

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencara, mengumpulkan, dan
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mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
retribus Daerah;

w. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalh serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang Retribus Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB |1
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling dan RSUD.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
a Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling.

c. Pelayanan Kesehatan di RSUD.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah:
a Pelayanan Pendaftaran.
b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat 11 dan
Pihak swasta.
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
dari Puskesmas, Puskesmas Keliling dan atau RSUD.

BAB 11l
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribus Pelayanan Kesehatan di golongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan Jenis Pelayanan Kesehatan.
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BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIP

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktus dan besarnya tarip retribusi dimaksud untuk
menutup biaya penyel enggaraan Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan
Kemampuan Masyarakat dan Aspek Keadilan.

(2) Biaya sebagaiman dmaksud pada ayat (1) termasuk biaya investas prasarana, biaya
operasional dan pemeliharaan.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas
adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dngan
kemampuan masyarakat;

a

C.

Pelayanan rawat jalan tindak khusus:

Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya
penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;

Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan;

Perawatan besar didasarkan pada tujuan membiayai sepertiga dari biaya

perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat;
Rawat inap di RSUD:

Kelas I11B adalah untuk membiayai 50% (lima puluh) persen dari biaya
penyediaan jasa rawat inap sesuai dengan kemampuan masyarakat luas,

Kelas I11 A adalah untuk membiayai 50% (lima puluh) persen dari biaya
penyediaan jasa rawat inap;

Kelas Il adalah untuk membiayai 100% (seratus) persen dari biaya penyediaan
jasarawat inap;

Kelas | adalah untuk membiayai 250% (dua ratusa lima puluh) persen dari
biaya penyediaan jasa rawat inap;

Kelas Utama adalah untuk membiayai 250% (dua ratus lima puluh) persen
dari biaya persediaan jasa rawat inap sehingga tarif tersebut mengandung
subsidi silang.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan;
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